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ABSTRAK

Perkembangan teknologh yang semakin maju membawa pengaruh terhadap perkembangan di
berbapai sektor, baik di bidang politik, ckonomi, dan sosial budaya. Namun perkembangan
lersehul mempunyal dampak negatif yaitu berkembangnya kejahatan baru, yang tidak hanva
dilakukan dalam batas wilayah satu negara. namun meluas melintasi batas wilayah negara lain
sehingga sering disebul sebagal kejahatan lintas batas teritorial ¢ kejahatan transnasional
(fransnaifonal crime). Untuk kejahatan transnasional yang berupa harta kekayasn hasil dari
kejahatan biasanyva disembunyikan oleh pelaku dan kemudian dikelunrkan lagi scolah-olah dari
hasil legal, dikenal dalam dunia internasional dengan istilah pencucian vang (money loundering).
Pencucian vang ini biasanya dilakukan melalui fembaga-lembaga perbankan. Untuk it
diperlukan upaya-upaya dari Bank Indonesia sebagai bank sentral untuk menanppulangi
pencucian vang. Permasafahan dalam tulisan ini adalab ; a), Peran Bank Indonesia dalam
membantu penanganan tindak pidana pencucian uang; b). Bentuk kerjasama bantuan hukum
antara Bank Indonesia dengan Pusat Pelaporan dan Analizis Transaksi Keusngan (PPATE): c).
Jpaya hukum yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam mengungkapkan dan menanggulangi
dindak pidapa pencucian vang di masa yang akan dalang, Metode penelitian vang digunakan
bersifat yuridis sostologis {empiris) yaitn pembahasan yang dititikberatkan pada ketentuan
perundang-undangan  vang berlaku sertas melibat bagaimana pelaksanaannya di lapangan,
kemudian dianalisa secara kualitatif dan dipaparkan secara deskeiptif, Hasil penelitian
memperlihatkan bahwa : a). Peran Bank Indonesia dalam membantu penanganan tindak pidana
pencucian uang adalah dengan mengeluarkan peraturan-peratiran seperti prinsip “Kaow Vour
Sustomer” ! Pengenalan Nasabah, dan berfungsi derepulasi serta fungsi pengawasan; b). Bentuk
‘erjasama bantuan hukum antara Bank Indonesia dengan PPATE adalah sudah ada Moll antara
Sank Indonesia dengan PPATE pada tahun 2003, dimana implementasi dari Mol ini adalah
saling memberikan informasi; c). Upava vang dilakukan oleh Bank Indoncsia dalam
nenanggulangt tindak  pidana  pencucian vang  adalah  upays  preventif, vaitu  dengan
nengeluarkan  ketenuan-ketentvan  yang  terkait dengan  Undang-undang  Tindak Pidana
‘encucian Uang dan melakukan revisi terhadap ketentwan-ketentuan tersebut, Serla Bank
‘ndonesia juga mengatur mengenai bagaimana sistem internal bank-hank dapat mengenal STR
Suspicious Transaction Report { Transaksi Mencurigakun), Untuk perbaikan penepakan hukum
<& depan, khususnya dalam penangpulangan tindak pidana pencucian vang, perlu dilakukan : a).
soordinasi dan kerjasamaz yang baik antara satuan kerja di Bank Indonesia maupun diantara
dihak-pibak terkait lainnya sepert Penvedia Jasa Keuangan dan PPATK: bl Peningkatan dan
sengembangan kualitas sumber daya manusia vang menangani masalah tindak pidana pencucian
Jang melaly pendidikan dan pelatihan yang intensif; ¢). Peningkatan peralatan komputer dan
cknologi laionva yang dapal mendukung kelancaran pelaksanasn tupas Bank Indonesia dan
*ATE dalam menanggulang tindak pidana pencucian uang.



BART

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologl vang semakin maju membaws pengaruh terhadap
perkembangan di berbagai sektor. baik di bidang politik, ckonomi, dan sosial hudaya.
Namun perkembangan terschbul mempunyval dampak negatil yaitu herkembangnya
kejahatan baru. Perangkat hukum yang ada untuk mencegah dan memberantas kejahatan
it sendiri belum memadai dan masih tertinggal javh, sehingga berbagal jenis kejahatan
haik yang dilakukan aleh perorangan, kelompok, ataupun korporasi sulit ditanggulangi.

Kejshatan-kejahatan tersebut tidak hanya dilakukan dalam batas wilayah satu
nepara, namun mecluas melintasi batas wilayah negara lain sehingpa sering disebut
sebapai kejahatan lintas batas teritorial [ kejahatan transnasional (transnational crime).
Untuk kejahatan transnasional yang berupa harta kekayaan hasil dan kejahatan biasanya
disembunyikan oleh pelaku dan kemuodian dikeluarkan lagi seolah-olah dan hasil legal,
dikenal dalam dunia internasional dengan istilah pencucian uang (money laundering).’
Apabila dikatakan bahwa kegistan pencucian vang telah menembus batas negara berarti
pemaharman hukum pidana terhadap kejahatan ini tidak lagi terkait dengan azas teritorial
suatu negara saja akan tetapi lebih dan sate hukum nasional yang dilanggar.

lerhadzp praktik pencucian vang (morey faradering), dunia intermasional telab

sepakat untuk mencegab dan memberantasnya, dengan cara mengadakan kerjasama

internasional dalam berbagal forum, Indonesia mengikuti kerjasama tersebul dengan
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hergabung dalam badan-hadan atau organisasi intemasional. Meski demikian cara
pemetintal dalam menanpani masalah pencucian uang, membuat Indonesia dimasukkan
dalam daftar negara wilavah yang tidak bekerjasama (Nor Cooperative Countries and
Territories), pada bulan Juni 2001 oleh Crpanisation For Economic Cooperation and
Development (OVCIY) dari Financiol Action Task Foree (FATF), yang merupakan satuan

mgas  vang  dibenmk  oleh  pegara-negara  G-T7  pada  tahun 1982 di Paris.”

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-undang Republik [ndonesia
Momor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Usng, vang diubah dengan
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 (seterusnya ditulis UL
TEPU). UL terscbut  diberlakukan sclama 5 (lima) tabun lebib, sejak diundanghkan pada
tanggal 17 Apdl 2002, Namun sampai dengan saat ini pelaksanaan Undang-undang
tersehur dirasakan belum optimal, karena belum menunjukkan basil vang signifikan, baik
jurnlah transaksi varp dianggap schegsi tansaksi yang mencurigakan (suspicions
transactions) maupun dari stalus negara Indonesia yang sampai dengan saat ini masib
dikategorikan schagal Nen Cooperative Countries and Territories (NCUTs) oleh
Financial Action Task Force (FATF).

Masih difnasukkannya Indonesia dalam daftar NCCTs oleh FATF, adalah karena
alasan bahwa misih terdapat beherapa kelemahan dalam UL TPPLL vann:

|, Mengenai dasar penetapan nilai uang minimal Rp. 500 jua untuk bisa

dikategorikan sehagai tindak pidana pencucian uang (money doundering).
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BAB IV
PENLUTUP

. Kesimpulan
+r] yraian vang telah dikemukakan di atas maka dapat diambil kesimpulan

1. Peran Bank Indonesia dalam penanggulangan tindak pilana pencucian uang sangat
penting  mengingal prakick pencucian uang woumnys  dilakukan melalui  sistem
perbankan yang memegang perandn penting dalam sistem Keuangin Lanm cukup rawan
untuk dipergunakan schagal sarana dan sasaran pencucian vang, sehingga sangat
diperlukan peranan Bank Indonesiz sebagal oloritas perbankan unluk menpaturnya,
mengawasinya dan menindaknya. Bank Indonesia merupakan pioreer dalam penanganan
tindak pidana pencucian uang kKaren: hampir &0% sistemn transaks) keuangan harus
melalui Bank Indonesia dan selain PBI kYO Bank Indonesia jupa memiliki PBI rentang
Money Remitance (sistem pembayaran), Bank Indonesia berperan sebagai lembaga
regulator vang berlungsi mereview kembali dan merevisi peraturan-peraturan yang lelah
dikeluarkan Bank Indomesia apakah sudah sesual denpan prakiek di lapangan dan sesual
denpan perkembangan zaman, dengan mengeunakan prinsip-prinsip pridentiol hanking
{kehati-hatian bank) dan seli regufalory hanking {bank mengatur dirinya seneliri), untuk
mengevaluasi apakah hank-bank sudah mengimplementasikan prinsip EYC. Apabila
cuaty hank terbukt melakukan pelanggaran terhadap kewajibannya yang telah ditelapkan
aleh Bank Indonesia dalam ranghka penanggulangan tindak pidana pencucian uang. maka
Bank Indonesia berwendng untuk memberikan sanks: administratif, sesuai dengan Pasal

51 dan 53 Undang-Undang Nomar 10 Tahun L 908 tentang Perbankan.
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